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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan dapat ditarik 

kesimpulan umum, bahwa Implementasi kebijakan retribusi tempat 

rekreasi kebudayaan dan permuseuman di Unit Pengelola Kawasan 

Monumen Nasional secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2012 

pasal 145  tentang  Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 150 

Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Penerimaan Retribusi Daerah dengan Sistem 

Elektronik Retribusi. Namun berdasarkan penelitian masih dapat 

ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada kurang 

optimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut.  

Adapun kesimpulan secara terperinci untuk masing-masing aspek 

dapat dikemukakan sebagai berikut. 

a. Aspek penetapan tarif  

 Pada aspek penetapan tarif, tarif retribusi tempat rekreasi kebudayaan 

dan permuseuman yang berlaku saat ini sesuai dengan kebijakan 

peraturan peraturan daerah, tarif saat ini masih sama dengan tarif yang 
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berlaku pada tahun 2012. Usulan penyesuaian tarif tidak dilaksanakan 

pada tahun 2015, usulan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2018 

dan saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD Provinsi DKI 

Jakarta. 

b. Aspek pemungutan dan penyetoran  

 Pada aspek pemungutan dan penyetoran, sarana pemungutan retribusi 

menggunakan dokumen yang dipersamakan sesuai yang diatur dalam 

peraturan daerah dan peraturan gubernur yaitu menggunakan kartu 

tiket elekronik terbitan bank DKI dan sarana penyetorannya 

menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sesuai dengan 

kebijakan peraturan daerah yang berlaku. Dalam hal penyetoran 

retribusi tidak sesuai dengan kebijakan peraturan gubernur,  

penyetoran sering kali terlambat dilakukan lebih dari 1x 24 jam setelah 

penerimaan diterima 

c. Aspek pelaporan realisasi 

 Pada aspek pelaporan realisasi, tata cara pelaporan sudah sesuai 

dengan kebijakan peraturan gubernur, pelaporan dilakukan tidak 

pernah lebih dari tanggal 5 bulan berikutnya. Hanya saja pembuatan 

laporan seperti Buku Kas Umum, Buku pembantu per rincian objek 

penerimaan dan Buku rekapitulasi penerimaan masih dilakukan secara 

manual, sistem elektronik retribusi yang ada saat ini hanya sampai 

penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat 

Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan retribusi 

tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman di Unit Pengelola 

Kawasan Monumen Nasional, dapat dikemukakan rekomendasi ataupun 

saran-saran sebagai berikut. 

a. Aspek penetapan tarif retribusi 

 Diharapkan Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional menelusuri 

kelanjutan dari usulan penyesuaian tarif yang sudah pernah dilakukan 

ditahun 2018 yang terdapat pada rapat pembahasan di DPRD. 

b. Aspek pemungutan dan penyetoran retribusi, 

 Diharapkan Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional melakukan 

kebijakan untuk menambah sistem elektronik retribusi cadangan 

sehingga pada saat jaringan utama mati tidak terkendala dalam 

pengiriman data penerimaan retribusi yang mengakibatkan 

keterlambatan dalam penyetoran penerimaan retribusi. 

c. Aspek pelaporan realisasi, 

 Diharapkan Unit Pengelola Monumen Nasional dapat melakukan 

kebijakan pengembangan sistem elektronik retribusi yang sudah ada 

tidak hanya untuk penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 

dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tetapi dapat digunakan 

dalam pebuatan laporan Buku Kas Umum, Buku Pembantu per rincian 

objek penerimaan, dan Buku rekapituasi penerimaan. 
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